BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penganggaran Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan memperhatikan
ketentuan pada Nomor 4 point c¢ Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018, tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Tahun Anggaran 2019 bahwa bagi Pemerintah
Daerah yang belum menganggarkan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber
dari APBD dalam APBD Tahun Anggaran 2019, maka
segera melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD mendahului penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

b. bahwa dalam rangka penganggaran Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan
perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2018 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2018 Nomor 14);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
87);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana telah diubah



Menetapkan

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2019 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri
atas :

a.

Pasal 1
Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
a) Pendapatan Pajak Daerah
b) Hasil Retribusi Daerah
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
Jumlah Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi

Rp 72.265.000.000,00
Rp 11.215.840.000,00
Rp 15.000.000.000,00
Rp 108.002.250.000,00
Rp 206.483.090.000,00
Rp 442.258.738.000,00
Rp 515.873.321.000,00
Rp 225.277.661.000,00
Rp 1.183.409.720.000,00
Rp 5.100.000.000,00
Rp 96.199.673.000,00
Rp 129.244.157.000,00




Khusus

Jumlah Lain- lain Pendapatan Daerah Rp 230.543.830.000,00

yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp 1.620.436.640.000,00
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp 531.963.649.300,00
b) Belanja Hibah Rp 40.696.495.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial Rp 40.868.640.000,00
d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Rp 8.349.000.000,00
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa

e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp  203.597.380.700,00
Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik
f) Belanja Tidak Terduga Rp 3.473.556.890,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 828.948.721.890,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 93.374.734.350,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 330.172.924.868,00
c) Belanja Modal Rp 381.580.452.892,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 805.128.112.110,00
Jumlah Belanja Rp 1.634.076.834.000,00
Surplus/ (Defisit) -Rp 13.640.194.000,00
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 38.640.194.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 13.640.194.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00
Berkenaan

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Perubahan Ketiga atas Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPD dirinci lebih



lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
(1) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI TABALONG,
ttd

ANANG SYAKHFTANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 08



